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SALINAN

GUBERNUR SULAWESiTENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOM:OR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAIM[A KENDARAAN BERIMIOTOR TAHUN 2022

DENGAN RAH]Ⅵ[AT TUHAN YANG IⅥAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

轡vleniinbang bahWa untuk lnelaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat(2),
Pasa1 21 dan Pasa1 25 Peraturan MenterilDalaII Negeri Nol■ lor
82 Tahun 2022 tentang:Dasar Pengenaan Paiak iKendaraan
Berlnotor dan Bca Battk Nal■ a Kendaraan BerinOtor, dan
Paiak Alat Berat Tahun 2022, perlu rnenetapkan Peraturan
Gube」nur tentang Penghitungan iDasair Pengenaan P■ lak
Kendaraan Ben■ otor Dlan Bca Balik Naima Kendaraan
Be:日notor Tahun 2022;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat(6)lUndang― Undang]Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;
2.Undang―Undang Nol■ or 23  Tahun  2014   tentang
Peinenntahan  Daerah  (Lelnbaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2014:Nolnor 244,Tainbahan Lelllbaran
Negara Republik lrldonesia Noimor 5587)sebagailnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan IJndang―
1[Jndang Nolllor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan iKedua
ataS Undang―Undang No:mor 23 Tahun 2014 tentang
Pelne五ntahan  Daerah  (1£m.baran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2015 Nonlor 58, TaFllbahan Lelrlbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
3. Undang― Undang Nol■ or l Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pe」m.erintah Pusat dan Pc]mterintahan
Daerah(Lelmbaran Negara Republik lndOnesia Tahun 2022
Non■or 4,Tan■bahan Leinbaran Negara Republik lndonesia
Nolmor 6575):
4.Undang―Undang Nol■ or 6 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tengah (Len■ baran Negara Republik lndonesia
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nolm.Or 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nolllor 55 Tahun 2016 Tentallg
Ketentuan uェnunl Dan Tata Cara Pel■ ungutan PaJak
D,aerah(Lel■baran Negara Republik lndOnesia Tahun 2016
NomOF 244, Tambahan lfmbaFan Negara Republik
lndonesia 5950);

6. Peraturan Presiden . . "
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6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang
Percepatan Progralmt Kendaraan Berinotor List亘 k Berbasis
Baterai(3α

“
θ7v EZectだc yeたicJo Untuk Transportasi Jalan

(Leinbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor
146);

7.Peraturan iMienteri DalaFn Negeri Nolm.or 82 Tahun 2022
tentang IDasar Pengenaan Paiak:Kendaraan Berlnotor dan
Bca Balik Nama Kendaraan Bermotor,Dan Pttak Alat
Berat Tahun 2022(Be五ta Negara Republik lndonesia
Tahun 2022 No]mor 09);
8.Peraturan Daerah Provinsi S■ llalwesi Tengah No]mor 01
Tahun 201l tentang Pttak Daerah (Lel■ baran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 201l Noim.or 21)
sebagattnana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi SulaiⅥresi Tengah No]mor l Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan iDaerah Nolllor 01 Tahun 2011
tentang Pttak Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2020 Non■ or 123, Tan■ bahan Len■ baran
Daerah Provinsi Sulalwesi Tengah Norrlor 109);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERIV[OTOR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

F)asal l
:D)a1lanl PeFaturan Gubernur ini,yang diinaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sulalwesi Tengah.

2.Pel■erintah Daerah R,ovinsi.adalah Oubernur sebagai
unsur penyelenggara pel■ e五ntahall daerah yang inenlirnpin
pelakSanaan uruSan peme五 ntaha■  yang mettadi
kewenallgan daerah OtOnOnl.
3.Guberrl■lr adalah Guberl■ ur Sulalwesi Tengah.
4.Kepala Badaln adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulaw・ esi Tengah.
5.Kendaraan Berl■ otor adalah selllua kendaraan berOda dua
atau lebih beSerta gandengannya yang digLLnakan di Sel■ ua
jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik

berupa lnotor atau peralam lainnya yang berfungsi untuk
mengubah Sumber daya ener,te費 entu mettadi tenaga
gerak kendaraan ben■ OtOr yang bersangkutan, teiΠ nasuk
alat―alat berat dan alat― alat besar yaing dalarn Operasinya
menggunakan rOda dan lnotOr ddak inelekat secara
perinanen Serta kendaraan berinOtOr yarLg diOperaSikan di
alr.

6.Kendaraan Bermotor Angkutarl Umum addah setiap
kendaraan  bermotor  yang  dipergunakan  untuk
IIlengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran
dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan
izin trayek atau izin tidak dalan■ trayek.

7. Kendaraan . .
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7.Kendaraan BerHlotor Listrik Berbasis Baterai(Bα lc′V
EttCt71k'Veた た10 yang selaコ:lJutnya di sebut KBL Berbasis
Baterai adalah iKendaraan yang di gerakkan dengan inotor
listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga
listrik dari baterai secara langsung di kendaraan lllaupun
dari luar.

8.Paiak Kiendaraan BennOtOr yang selanjutnya disingkat
PKB,adalah palak atas kepenlilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bel■ notor.
9.Bea Balik Nal■la Kendaraan BerinOtOr yang selal■ Jutnya
disingkat BBNKB adalah palak atas penyerahan hak inilik
kendaraan berl・OtOr Sebagai akibat pe」 alliian dua pihak
atau perbuatan Sepihak atau  keadaan   yang  tettadi
karena jual bdi, tukar nlenukar,hibah,wansan,atau
pen■asukan ke dalanl badan usaha.
10.Kendaraan BerinOtor Ubah Bentuk adalah kendaraan
bermObr yang mengalami perubahan ttkniS dan/atau
penggunaannya.
11.Kendaraan BerrnOtOr Ganti Mesin adalah kendaraan
berinotor yang rnengalanli penggantian inesin penggerak
berupa lmotOr atau peralatan lainnya yang inerliadi tenaga
gerak kenda.raan berrnotor ya.ng bersangkutan`
12.:Kendaraan iBerinotor Ubah Fungsi adalah kendaraan
berrnotor yang inengalarni perubahan fungsi da五
kendaraan bermOtOr ulrLum mettadi kendaraan bermObr
bukan ulllunl atau dari kendaraan berlmotor bukan ulllurll
menjadi kendaraan beHnotor un■unl.
13.Badarl  hukuim_ adalah  badan (perkuimpulan  dan
Sebagttnya}yang ddarn hukuim diakui sebagai suttek
hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewaJlban hukurn
Seperd Perseroan Terbatas,BUD罐 N,BU14D,Koperasi,dan
Yayasan.
14.Nilai Jual Kendaraan BerinOtor yang selanJutnya disingkat
NJKB adalah iHaLrga Pasaran Urnunl atas suatu kendaraan
berrnotor.

15。 Nilai Jual Kendaraan BerinOtor Ubah Bentuk yang
selaniutnya disebut NJKBUB adalah harga pasaran urrLuin
atas  suatu  kendaraan  berinOtOr  yang  lnengalanli
perubahan tekniS dan/atau penggunaanilya。
16.:Harga Pasaran Umunl yang selallJutnya disingkat IIPU
adalah harga rata― rata yang diperolch dari berbagai sulnber
data yang akurat.
17.Harga Kosong adalah harga kendaraan bennotor dari
pab五kan/agen pettualan termasuk Pttak Pertambahan
Nilai.

18.Palak Pertambahan Nilai yang selattutnya di singkat PPN
adalah Pttak yang dikenakan atas setiap pertalmbahan nilai
dari barang atalu jasa dalarn peredarannya dari produsen
ke konsumen.

19。 Harga  lsi  adalah  harga  kendaraan  bermotor  dari
pab五kan/agen pettualan termasuk Pttak Pertambahan
Nilai,Bea Balik Nama Kendaraan BermOtor dan P■ ak
Kendaraan Berrr10tor.

20,Tahun Pel■buatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun
yang ditetatpkan berdasarkan registrasi dan identi■ kasi
oleh pihak yang berwenang.

21. Umur. . .



-4-

21. Uinur Rangka adalah uコ nur kendaraan berlmOtOr di air yang
dihitung dari tahun pen■buatan rangka/bOdy.

22. lJInur Motor adalah uコ nur rnotor kendaraan berinotor di air
yang dihitung daritahun pembuatan。
23. Klereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk ]m.engangkut barang yang seluruh  bebannya
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk dttarik
oleh kendaraan bermOtOr.
24.Kepemilikan adalah.hubllngan hukum antara pribadi atau
badan  dengan  kendaraan  berinOtOr  yang  nan■anya
tercantunl di dalanl bukti kepenlilikan atau dokurrlen yang
Sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan BermOtOr.

25. Bobot adalah kOeisien yang lm.encernlinkan secara relatif
kadar kerusakan jalal■ dan pencenlaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan berlmOtOr.

Pasai 2
NJKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini yakni NJKB
untuk kendaran bermotor pembuatan sebelum tahun ZOZZ.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
O可ek Pttak

:Pasa1 3

(1)Ohiek PKB肛にrupakan kepernilikan dan/atau penguasaan
Kendaraal■ BeFinOtor.

(2)01:ick pttak BBNKB merupakan penyerahan kepenlilikan
Kenda.raal■ Berinotor.

(3)Kendaraan BerlnOtor sebagaiinana dirnaksud Pada ayat(1)
dan ayat(2}terdiri atas:
a. Kendaraan Berlnotor yang diOperasikan di atas jalan
darat;dan
b. Kiendaraan Blerlmotor yang dioperasikan di air.

(4)Klendaraan Berinotor yang dioperasikan diatas jalan darat
Sebagaiinana dirnaksud pada ayat(3)huruf a,terdiri atas:
a。 1■obil penulmpang yang lneliputi sedan,Jθ θP, minibus
dan inobil penulllpang roda tiga;
b.Inobil bus yang ineliputi′πicrObus danわus;
C・ mObil barang yang ineliputi b麗れd υαち pたた場ρ′

“

gλ
=`鶴
C礼

17税CL `れ ιCた オЮ れ
`ο

L αοlιbb cα わ」t FJcた 褒pゎ οχ, dan
sqenlsnya;
d. mobil barang rOda tiga;
e. sepeda inotor roda dua;dan
i sepeda inOtOr rOda tiga ineliputi sepeda lnotOr rOda tiga
penurnpang dan sepeda inOtOr rOda tiga barang.

Bagian Kedua
Suttek Pttak

Pasal 4
(1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.

{2} Subjek .
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(2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang
dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAIVIA

KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
PKB dan BBNKB dikenakan pada kelompok Kendaraan
Bermotor, yaitu:
a. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan diatas Jalan Darat;
b. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
c. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
d. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk;
e. Kend.araan Bermotor Ganti Mesin;
f. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi;dan
g. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan P{ak Kendaraan Bermotor

yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasa1 6
Penghitungan  daSar pengenaan  PKB  untuk Kendaraan
Blerinotor yang dioperasikan diatas jalan darat ditetapkan
berdaSarkan perkaliain dari 2(dua)unsur pOkOk yaitu:
a.NJKB;dan
b. bobot yang inencer=ninkan secara reladf tingkat kerusakan
jalan dan/atau penCen■ aran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan berll10tOr.

Pasal 7
(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal G huruf a

ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor
pada minggu pertama bulan Desember tahun ZO2l.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1i ditetapkan
dengan ketentuan:
a. dalam hal diperoleh harga kosong {off th.e roae, NJKB

ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan Nilai;
dan

b. dalam hal diperoleh harga isi {on the roadJ, NJKB
ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan Nilai,
PKB dan BBNKB.

(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (21dijadikan dasar
pengenaan BBNKB.

Pasal 8
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b

dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 {satu) sampai
dengan 1,4 {satu koma empat}.

(2) Koefisien...
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(2)Koeisien sebagaimana dimaksud pada ayat(1),meliputi:
a.11lobil roda tiga, sepeda Fl10tor roda dua, sepeda rl10tor
rOda dga penuirnpang dan sepeda inOtor roda dga
barang,nilai kOettSiel■ Sama dengarl l(Satu);
b.sedan dan stα Eο■ 11,αgοれ nilai kOefisien sarna dengan
l,025(satu k011la nol dua puluh lilnal;

C・ Jθ elρ)dan ′ηιれjわus, _ρjCた 現lp αη■わ税Iα2ce′  dα ■ .′ tcた IIρ

JCんαZαれ nilai kOeiSien Salna dengan l,050(satu kOn■ a
r101 liFna puluh};

d。 わ夏nd υαれ, p」0た 褒ρ, pjCた up bOχ′ dOubJe Cαわ」れ dan
麓 iCЮ b税島 Jjg賭 加 ″Cた αれ わ説ZαれCe,dα れ :む購 tZCた

JiθれαZαλ
nilai kOeiSien Saina dengarL l,085(satu k01■ a nol
delapan puluh lim→

;

e。 わuS nilai kOettSien Sal■a dengan l,1(Sattl k01ma Satu);
iJ」gん
``乱
ιcた dan saenisnya nilai kocisien salma dengan

l,3(satu k01ma dga).
g・ t71ガ Cた dan SeJeniSnya nilai kOe■ Sien Saima dengan l,4
(Satu kOFrla erllpat)。

(3)Penentuan kOeisien sebagaiFnana dimaksud pada avat(2),
didasarkan pada inilai batas t01eransi atas kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan dalain penggunaan
Kendaraan BerinotOr.

Pasa1 9
Ketentuan inengenai NJKB untuk Kendaraan Berll10tOr yang
dioperasikan diatas jdan darat,tercantum ddam lampiran
yang inerupakan baJan yang tidak terpiSah da亘 PeFaturan
Oubernur ini.

Pasa1 10
Pengenaan PKBl dan iBBNKB anlbulans,pemadam.kebakaran
dan pelayanarl kebersihan lmilik Pel■ erintah Pusat, Tentara
NaSiOnal lndonesia,Kepolisian Negara Republik lndonesia,dan
Pel■erintah Daerah ditetapkan sebesar O()も (n01 persen)da五
daSar pel■ genaan PKB dan daSair pengenaaI■ BBNK:B.

Bagtan Ketiga
Kend"araan Bermotor Angkutan Umum

Pasal ll

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Berlnotor Angkutan
UmulF1 0rang ditetapkan sebesar 30(る

(越ga puluh persen)
dari daSar pengenaan PKBI sebagaiinana tercantulll dalain
kolo■1 1l Lan■ piran l yang inerupakan bagian tidak
terpisahkan da量 Peraturan Oubernur ini.

(2)Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bel‐ rnOtOr Angkutan
Umllim.Orang ditetapkan sebesar 30(る (tiga puluh persen)
dari daSar pengenaan BBNKB sebagaiinana tercanturn
dalanl kolonl 10 Laimpiran l yang inerupakan bagian tidak
terpiSahkal■ dari Peratural■ Gubernur ini.
(3)Pengenaan PKB dan BBNKB sebagailnana dilnaksud pada
ayat(1)dan ayat(2), berlaku bagi Kendaraain Berl■ otor
Angkutan UInun1 0rang yang lnemenuhi persyaratan
sebagai berikllt:

a. diiniliki 01ch Badan Hllkun■ Indonesia yang bergerak di
bidang ttgkutan umum orang;dan

b.コneirniliki
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b.memiliki iZin penyelenggaraan Angkutan Umum Orang
dalarn trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang
ddak d(alan■ trayek,

P'aSaLl 12

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan_Bermotor Angkutan
Umlllm Barang ditetapkan sebesar 60(る (enaln puluh persen)
dari dasar pengenaal■ PKB sebagaimana tercantuIL dala」 m
kolom.1l Lalmpiran l yang inerupakan ba」 an 饉dak
terpiSahkan dari Peratural■ Gubernur ini.

(2)Pengenaain BBNKB untuk Kendaraan Berinotor Angkutan
Umunl Barang ditetapkan sebesar 60()る (enanl puluh persen)
dari daSar pengenaan BBNKB sebagailnana tercanturn
dalarrl koloHl 10 Lampiran l yang inerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan oubernur ini.

(3)Pengenaan PKB dan BBNKB sebagairnana dimaksud pada
ayat(1)dan ayat(2), berlaku bagi Kendaraan Berinotor
Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan
sebagai be五kut:
a` dimilikl olch Badan Hukum lndonesia yang bergerak di
bidang Angkutarl Umunl Barang;
b.memilikiiZin penyelenggaraan Angkutan Umum Barang;

Bagian Keempat
Kend.araan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 13
(lJ Penge,:.aar' PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan

orang Pribadi atau Barang Pribadi ditetapkan sebesar r.Oyo
(sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

{2} Fengenaan BBNKB untuk KtsL Berbasis Baterai Angkutan
orang Pribadi atau Barang Pribadi ditetapkan sebesar 10yo
(sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

(1)Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan
U:rnllm・ Orang ditetapkal■  SebeSar 10(る (Sepuluh perSen)
dari dasa:r pengenaan PК 13.

(2)Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan
UrnurFI C)rang ditetapkan SebeSar 10% (Sepuluh perSen)dari

daSar pengenaan BBNKB`
(3)Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan
Urnll■■ Bara‐ng ditetapkan SebeSal・ 10く)6(Sepuluh perSen)
dari dasar pengenaan PKB.

(4)Pengenaan BBNKB untuk KBL BerbaSiS Baterai Angkutan
UInlln■ Barang ditetapkan SebeSar 1094(Sepuluh persen)
dari daSar pengenaan BBNKB.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal i5
(U NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan pKB dan

BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB
dengan nilai jual ubah bentuk.

(2)NJKB...
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(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagailnana dilnaksud
pada ay威 (1)terCantum ddam Lampiran l dan Lampiran II
yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur irli.

(3)Kendaraan Berinotor yang inengalalmi Ubah Bentuk
Sehingga  imtengakibatkan  NJKB  tersebut  berta11lbah,
dipungut ta]mbahan BBNKB sebesal・ 12,59()(dua belas
kOrrla lima perSen)dari:
ao seLsih NJKB sebelunl dan setelah lnengalalni Ubah
Bentuk apabila terCantunl dalanl Tabel NJKB;dan
b.NJKB Ubah Bentuk,apabila Kendaraan BerinotOr yang

=Lengalanli Ubah Bentuk tidak terCaintunl dala窒 l Tabel
NJKB。

(4)Dalam halわ JJれα υα為 韓れJb“ら れた
“
oわ

“
SF」cた ■F dan dοιιわた

cαbjん sebagai bentuk dasar inengalanli ubah bentuk,dasa_r
pengenaan PKB dan BBNKB ditaimbah dengan NJKB Ubah
Bentuk :Bentuk tercantunl dalan■  lalnpiran_ II yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Guberllur ini.

(5)Ddain hal Jjgたι
`ァ

uct tπιct tЮnton dan trα cわrたθαd masih
berbentuk ChaSSiS, daSar pengenaain PKB dan BBNKB
ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantun■ dalam
lainpiran II yang inerupakan ba」 an tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 16
(1) Dasar pengei'raan PKB untuk l{endaraan Bermotor yang

mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan
sebelum mengalami penggantian mesin.

(2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan
Bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu
sebesar 12,5a/a {cua belas koma lima persen} dari Nilai Jual
Mesin Pengganti.

(3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat {21ditetapkan sebagai berikut :

a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc,
sebesar Rp. 5.OO0.OOO,- {tima juta rupiah};

b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan
S.OOOcc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah);

c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan
1O.OOOcc, s.et:esar Rp" 1O"OOO.OOO,- (sepuluh jr:-ta
rupiah); dan

d" mesin dengan isi silinder di atas 10.o00cc, sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Baぎan Ketujuh
Kendaraan Berinotor Ubah Fungsi

Pasal 17
{1)Dasar pengenaain PKB dan BBNKB untuk Kendaraan
Ben■otor  yang  lnengalami  perubahan  furlgsi  dari
kendaraan bermObr p五 badi atau bukan umum mettadi
kendaraa■l berinotor urnunl,yaitu:

a. dasar. . .
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a.daSar pengenaan PKB dihitung rrlenggunakan NJKB
SeSuai dengain ketentuan PKB kendairaan berinOtOr
ulnun■  tcrhitung lnulai tanggal pendaftaran ubah
会angsi;dan
b.tidak dikenakan taimbahan BBNKB ubah fungsi.

{2)Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan
Berinotor  yang  inengalanli  perubahan  fungsi  da:ri
kendaraan bermOtOr umunl lnettadi kendaraan be■ notor
pribadi atau bukan tlIIlum,yaitu:

a. daSar pengenaan PKB, dihitung Fnenggunakan tarif
sesuai dengan kendaraan bukan uコ nun■ terhitung rnulai
tanggal pendaftaran ubah fungsi;dan
b.tidak dikenakan taimbahan BBNKB ubah fungsi.

(3)Penghitungan daSar pengettaan B:B:NKB untuk Kendaraan
BeiEnotor yang inengalanli perubahan fungsi dan alih
kepeinilikan, dikenakan BBNKB atas kepeinilikan kedua
dan seterusnya.

(4)Ddam h」 競:滅bas,dan mtcЮ bτιs berubah fungsi mettadi
α″2・わ
“
Jαれごら ノγとοわjZ Jaん (貶ζαれ わJ』れdυαtt dan たθれdα4aαれ

たλaS“S tαんαnαn,daSar pengenaan PKB dan BBNKB saina
denganjenis alwal.

Pasal 18
Perubahan hngsi Kendaraan Bermotor bukan umum mettadi
Kendaraan:Berrnotor Angkutan Urnunl sebagailnana diinaksud
dalaln Pasal 17 ayat(1), ha.rus lmLelm_enuhi perSyaratan dan
memilih izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin
trayek atau ilzin tidak dalanl trayek, sesual ketentuan
perundang― undangan.

Bagian Kedeiapan
Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

Pasal 19

(1)Penghitungan daSar pengenaan PKBi dan BBN― KB untuk
Kendaraan Berlmotor yang dioperasikan di air ditctapkan
berdaSarkal■ pettumlahan niltt jual rangka/bο αy dan nilai
jud mObr penggerak Kendaraan Bermobr di air.

(2)Nilaijual untuk Kendaraan BerinOtOr yang dioperasikan di
air SebagaiinaFla dirnakSud pada ayat (1) ditetapkan
berdaSarkan iH:PU atas suatu Kendaraan BermotOr yang
diOperaSikan di air pada:Hlinggu pertaina bulan iDeselnber
Tahun 2021.
(3)Nilai jual  rangka/bο dy  Kendaraan  BerinOtor yang
diOperaSikan di air Sebagaiinana dirnakSud pada ayat(1}
dibedakan menurut jeniS, iSi kOtOr((〕 T/g“OSS tOnttα gc)
antara GT 5 Sampai dengan GT 7,fungsi,dan Umur
Rangka/bOdy.
(4):Nilai jual ll10tor penggerak kendaraan berrllotor yang
diOperaSikan di air Sebagailna:na dirnakSud pada ayat(1)
dibedakan lnenurut daya kuda(λ οrSe Fο

“
'θ→ dan Umur

L4otor.

Pasa1 20

(1)Nilai jud rangka/bOdy Kend劉 'aan BermOtOF yang
dioperasikan di air sebagailnana dilnaksud dalalll Pasal 19
ayat(3)dibedakan beFdaSaFkan jeniS bahan kOnStrukSi
rangka/bOdυ ,meliputi:
a.kayu;

b.serat...
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b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
c. besi, baja, ferrocemen, dan sejenisnya.

(2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang di operasikan di air
dikelompokkan berdasarkan fu ngsi:
a. angkutan penumpang dan/atau barang;
b. penangkap ikan;
c. pengerukan; dan
d. pesiar, olahraga, atau rekreasi.

(3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan
Bermotor yang dioperasikan di air tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Ba.#an Kesembilan
Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam

Lampiran Peraturan Gubernur

Pasa1 21
GuberFlur lnelilnpahkan keWenaLngan pel■ ghitungan dasar
pengenaan PKB dan BBNKB perrlbuatan sebelunl tahun 2022
yang jenis,merek,tipe,dal■ nilai jualnya beluln tercantunl
dalan■ LarrLpirarl Peraturan Gubeirnur ini, ditetapkan dengan
Keputusan Klepala Badan atas narria Gubernur.

Pasa1 22
(1)Dala.nl hall NJKB untuk jeniS,菫lerek,dan tipe Kenda.raan
BerinOtOr tidak tercantunl dalarn Lan■ piran Peraturan
Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan
BBNKB ditentukan sebagai be五 kuti
C・ untuk kendaraan bern10tOr tahun peIIlbuatan teFbaru:
1・ dalam hal diper01eh harga kOSOng(q″

`ん

θ
“
αo NJKB

ditetapkan  dengan  pengurangan  sebesar  109も

(Sepuluh perSen)darl harga kosong(Qβ r the 百Oαd);
dan

2・ ddalin hal diperOleh harga iSi(0花
`λ

e Юα→ NJKB
ditetapkan dengan pengurangan tarif PPN, tarif
BBNKB penyerahan perta」 ma dan tarlf PKB dari
harga iSi(ο孔1夕te rOαO;

3。 NJKB da五 daerah provinsi lain;
4.harga yang tercallturll dalanl faktur;dan
5。 lnerk dan/atau dpe atau inodel sQjenis yang hanlpir
Sama dan/atau tahun pernbuat〔 遼l dan negara
produsen saina.

b.untuk kendaraan berrrlotOr yang tahun pelllbuatan lebih
tua,NJKB ditetapkan_berdasarkani
lo HPU;
2. NJKB dari dearah provinsilain;
3. harga yang tercantunl dalam faktur;dan
4.lnerk dan/atau tipe atau lnodel s● enis yang ham.pir
Sa]ma dan/atau tahun pelnbuatan dan negara
produsen sana.

(2)Dttain



― ■■ ―

(2)Dalaimt hal NJKB untuk jeniS,=Lerk dan tipe Kendaraan
BerinOtOr tidak terCantunl dalanl La]mpiran Peraturan
Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, Inerk dan罐 pe
yang Sallla dengan tahlln pe菫 lbuatan yang berbeda,NJKB
Sebagai daSar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan
sebagai be五kut:
a・ untuk tahun penlbuatan lebih baru, penentuan NJKB
berdasarkan:
1.HPU;
2. NJIKB dari daerah prOvinsi lain;
3.kenaikan 5916(lima persen)setiap tahun dari nilai
jual tahun sebelurnnya dan paling banyak kenaikan
5(lima)tingkat;
4.harga yang tercantunl dalam faktur;atau
5.merk dan/atau dpe a餞u model saenis yang hampir
Salma dan/atau tahun pembuatan dan negara
produsen sal■ a.

d・ untuk tahun pelrlbuatan lebih tua, penentuan NJKB
berdasarkan:
1.HPU;
2.NJKB dari daerah provinsilain;
3. penuFunan 59る (liina perserl)setiap talhun dari nilai
jual  tahun  sebelun■ nya  dan  paling  banyak
penurunan 5(lilna)tingkati atau
4.lnerk dan/atau tipe atau mLOdel S● eniS yang ham.pir
Salma dan/ata_u tahun pernbuatan dan negara
produsen sal■ la.

e.untuk pelrLbuatan kendaraan berlnOtOr tahun 1980
kebawah,niai jualnya ditetapkan sl閣 na dengan tahun
pernbuatan 1980.

(3)Penentuan NJKB sebagai dasair pengenaan PKB dan
BBNKB sebagairnana dimaksud pada ayat(1)da_n ayat(2〕
diuSulkan oleh Kepala Unit pelakSana Teknis lDaerah
kepada Kepa.la Badan, dengan inelan■ pirkan faktur dan
keterangan/bukd lainnya。

(4)NJKB sebaga:i dasar pengenaan PKB dan BBNKB
Sebagailnana dilnakSud pada ayat(1),ayat(2)dan ayat(3)
ditetapkan oleh Klepala Badan.

Fasal 23
PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
{lima ratus ribu rupiah}.
Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya rebih rend.ah
dari PKB Kereta Gandeng sebagaimana d,imaksud pada
ay-at (1), pengenaarl PKB Kereta Gandeng ditetapkan
sebesar PKB Kendaraan Penarilc:ya.

(1)

(2)

BAB IV
KETENTUAN LAIN― LAIN

Pasa1 24
(1)Ta五f PKB ditetapkan sebesar:
a.1,6%(sam kOma enam persen}daA Dastt penttnaan
PKB untuk kepenlilikan peFtama kendaliraan lnOtOr
pHbadi dan Badan;

b 09ろ
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b. l,AVo (satu koma nol persen) dari Dasar pengenaan pKB
untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

c. O,75ok (no1 koma tujuh puluh lima persen) dari Dasar
pengerlaarr PKB untuk kendaraan bermotor ambulance,
kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan
bermotor lembaga sosial, keagamaan dan kendaraan
bermotor pemerintah pusatldaerah, TNI dan POLRL

(2) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
a. L2,5s/" (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk

penyerahan pertama; dan
b. 1% {satu persen} dari NJKB untuk penyerahan kedua

dan seterusnya.

Pasa1 25

(1) Setiap Orang pribadi atau badan yang lncIIliliki Kiendaraan
Ber」motor pribadi roda 2(dua)dengan kapasitas isi silinder
200cc ke atas dan/atau rOda 4 (elllpal lebih dali satu,
kepen■ilikan kedua dan seterusnya dikenakan Tarif
PFOgreSi■

(2) Kepe=lilikan Kendaraan Berinotor sebagaiinana dilnaksud
pada ayat(1}didaSarkan atas nan■ a dan/atau alan■ at yang
sarrla.

(3) BesalτLya TaHf PrOgreSif Sebagailnana diinakSud pada ayat

(1)ditetapkan Sebagai be五 kuti
a.kepenlilikan kedua 2(Z,(dua perseratus)x Nilai
Prosentase;
b. kepe=lilikan ketiga 2,5% (dua ko菫la lilna perseratus)x
Nilai Fなosentase;

C・ kepenlilikan keeinpat 3%  (tiga perseratus)x Nilai
Prosentase;dan
do kepenlilikan kelilna dan SeteruSnya sebesar 3,59′ 16(dga
k01na liina perSeratuS)dari daSar pengenaan PKB.

Pasa1 26
Penetapan besaran PiKIB dan BBNKB dilakukan perllbulatan
keataS dalanl ratuSan rupiah, perhitungan Rp・ 1,00 (Satu
rupiah)Salnpai dengan Rp。 99,00 (selmbilan puluh se]mbilan
rupiah)dibulatkan inenJadi Rp.100,00(seratus rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 27

(1)Peraturan lGubernur ini berlaku untuk Penghitungan iDasar
Pengenaan PaJak Kendaraan Berl■ otor dan Bca Balik Na=la
Kendatraan  BerinotOr  dari  diundangkannya  Peraturan
Guberttur ini sarnpai dengan tangga1 31 D)eseFllber 2022.

(2)Ddain hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penghitungan lDasar Pengenaan Pajak Kendaraan iBermotor
dan Bca Balik Nalrla Kendaraan BerlnOtOr Tahun 2023 beluin
ditetapkan, inaka Peraturan Gubernur ini berlaku sarnpai
dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru.

Pasa1 28...
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Pasa1 28
Pada Saat Peraturan Gubernur ini lrlulai berlaku, Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah NornOr 32 Tahun 2021 tentang
Penghitungan iD)aSar Pengenaan P,辱 ak Kendaraan BermOtOr
dan Bea Balik Na]ma Kendaraan BerinOtOr Tahun 2021(Bc五 ta
l⊃)aerah PrOVinSi SulalW・ eSi Tengah Tahun 2021 Nolllor 801),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
November 2A22

pada tanggal 28

Agar  setiap   orang  Fnengetahuinya,   Inelllerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penelllpatanny襲
dalanl Berita Daerah PrOvinsi Sulaw・esi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tangga1 21 Noveinber 2022

GUBERNUR SULAWESITENGAH,

RUSDY ⅣIASTURA

ｄ‘
Ｌ
■
Ｌ

Dliundangkan di Palu
pada tangga1 21 Noverllber 2022

Plh.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAヽ八″ESI TENG

RUDI DEIVANTO

BERITA DAERAH
Salinan
KE HUKUM,

Dr.YOPI SH

Pembina Muda
Nip.19780 51997031001

I SULAWESITENGAH TAHUN 2022 NOMiOR 856
aslinya
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